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MATRIKS PERBANDINGAN 
 

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 
KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 - 2026  SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG ROAD 
MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 - 2026 

Peraturan Bupati Blora 
Nomor 4 Tahun 2022 

Tentang 
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora  

Tahun 2022 - 2026 

Peraturan Bupati Blora 
Nomor 12 Tahun 2023 

Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022 - 

2026 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA, BUPATI BLORA, 
Menimbang : 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu 
menctapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reforma si Birokrasi 
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022 - 2026; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menimbang: 
1. bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian 

sasaran pembangunan di Kabupaten Blora belum optimal 
sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan 
penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak 
dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi; 

2. bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan 
penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait 
tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi 
birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi 
birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi; 

3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Road Map Reformasi 
Birokrasi 2020- 2024, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 4 
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  tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Kabupaten Blora Tahun 2022 – 2026 diubah dan disesuaikan; 

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Blora Tahun 2022 - 2026; 

 

Mengingat : 
1. Undang-Un.dang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Serita 
tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah tentang Dalam Negara 
cliubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat Il Ba.tang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 214 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

Mengingat : 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 214 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
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244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Kriteria dan Ukuran 
Keberhasilan Reformasi Birokrasi; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road 
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan Reformasi 
Birokras Nomor 26 Tahun 2020 ten.tang Pedoman Evaluasi 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 442); 

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 ten tang 
Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-
2023; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2019 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran 
Keberhasilan Reformasi Birokrasi; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan 
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 233); 
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12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); 

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang 
Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-
2023; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2019 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9); 

15. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022 – 
2026 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 4); 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP 
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BLORA 
TAHUN 2022 - 2026. 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 – 2026. 

 Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 
2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Blora Tahun 2022 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 
Nomor 4) diubah sebagai berikut: 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud: 
1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 
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3. Bupati adalah Bupati Blora. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Dae rah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Reformasi Birokrasi adalah upaya pemerintah untuk mencapai good 
governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar 
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama 
menyangkut aspek- aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan 
dan sumber daya manusia aparatur. 

6. Road Map Reformasi Birokrasi adalah Road Map Reformasi 
Birokrasi Kabupaten Blora Tahun 2022- 2026. 

 1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 
1A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 Pasal 1A 
(1) Leading institution merupakan kementerian/ lembaga yang 

memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk 
merumuskan kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro 
terkait indikator, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, 
melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, 
serta menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Tim Reformasi 
Birokrasi Nasional dalam pelaksanaan reformasi birokrasi general. 

(2) Leading sector merupakan kementerian/ lembaga yang memiliki 
peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator 
dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi 
tematik. 

(3) Setiap leading institution sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
terlibat langsung pada kegiatan utama dalam level meso wajib 
menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atas 
pelaksanaan kegiatan utama kepada Ketua Tim Reformasi 
Birokrasi Nasional. 

Pasal 2  
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Maksud disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi adalah sebagai 
gambaran dan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Kabupaten Blora agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, 
konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. 

  
Pasal 3 

Road Map Refonnasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi 
pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, 
berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, 
mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang 
teguh nilai- nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara. 

 

BAB II 
SISTEMATIKA 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 4 
(1) Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 
a. BAB I : Pendahuluan; 
b. BAB II : Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah; 
c. BAB III : Agenda Reformasi Birokrasi; 
d. BAB IV : Monitoring dan Evaluasi; 
e. BAB V : Penutup. 

(2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 
(1) Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 
a. BAB I : Pendahuluan; 
b. BAB II : Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah; 
c. BAB III : Agenda RB Pemerintah Daerah; 
d. BAB IV : Manajemen Pelaksanaan RB; dan 
e. BAB V : Penutup. 

(2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
PELAKSANAAN DAN RENCANA AKSI 

 

Pasal 5 
(1) Pelaksanaan Road Map Reforrnasi Birokrasi oleh Perangkat Daerah 

sesuai bidang tugas pokok dan fungsi masing - masing. 
(2) Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dibentuk Tim Reformasi 

Birokrasi. 
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(3) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

  
Pasal 6 

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 
MONITORING DAN EVALUASI 

3. Ketentuan Pasal 7 dihapus. 

Pasal 7 
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di 

bidang organisasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 

Pasal 7 
Dihapus 

BAB V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 8 
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

(2) Pengawasan secara umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan. 

 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

 

Pasal 9  
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Biaya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Bupati ini bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

 4. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 10 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Blora. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Blora. 

  
  
  

Ditetapkan di Blora 
pada tanggal 23 Maret 2022 

BUPATI BLORA, 
ttd 

ARIEF ROHMAN 

Ditetapkan di Blora 
pada tanggal 28 April 2023 

BUPATI BLORA, 
ttd 

ARIEF ROHMAN 
Diundangkan di Blora 

pada tanggal 23 Maret 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

ttd 
KOMANG GEDE IRAWADI 

Diundangkan di Blora 
pada tanggal 28 April 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 
ttd 

KOMANG GEDE IRAWADI 
BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 4 BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 

12 
LAMPIRAN PERUBAHAN 

 
 


